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ABSTRAK 

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pengawal konstitusi di 

Indonesia memegang peranan penting dalam menjaga dan menegakkan prinsip-

prinsip demokrasi serta hak konstitusional warga negara. Namun, salah satu 

tantangan yang dihadapi oleh MK adalah terkait dengan pemberhentian hakim 

konstitusi. Kasus pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto, yang melibatkan 

dinamika politisasi dalam proses pemberhentian, menggambarkan perlunya 

pembaruan dalam pengaturan masa jabatan dan prosedur pemberhentian hakim 

konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada dua 

permasalahan utama, yaitu bagaimana dinamika pengaturan masa jabatan dan 

pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia, serta bagaimana desain 

pemberhentian hakim konstitusi yang ideal untuk menjaga independensi 

Mahkamah Konstitusi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan 

pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan 

perundang-undangan untuk menganalisis regulasi yang ada, pendekatan konseptual 

untuk mengkaji teori-teori tentang independensi lembaga peradilan, serta 

pendekatan komparatif untuk membandingkan sistem pemberhentian hakim 

konstitusi di beberapa negara. Kerangka teori yang digunakan meliputi konsep 

checks and balances untuk mengkaji hubungan antara lembaga negara dalam sistem 

pemerintahan, konsep independensi sebagai dasar bagi kebebasan lembaga 

peradilan, serta teori fiqh siyasah yang menekankan pentingnya aturan hukum 

dalam pengelolaan urusan negara secara adil dan transparan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemberhentian hakim 

konstitusi di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjaga 

independensi MK. Proses pemberhentian yang terlalu terpengaruh oleh 

kepentingan politik berpotensi merusak kredibilitas dan independensi Mahkamah 

Konstitusi. Oleh karena itu, desain pemberhentian hakim konstitusi yang ideal 

harus mengutamakan prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, 

dengan mengurangi campur tangan politik dalam prosedur tersebut. Penelitian ini 

mengusulkan agar kriteria pemberhentian lebih jelas, serta memperkuat peran 

lembaga pengawas eksternal yang independen untuk memastikan bahwa 

pemberhentian hakim konstitusi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pemberhentian Hakim, Rekonstruksi 

  



 iii   
 

ABSTRACT 

The Constitutional Court (MK) as a constitutional guardian institution in 

Indonesia plays an important role in maintaining and upholding democratic 

principles and the constitutional rights of citizens. However, one of the challenges 

faced by the Constitutional Court is related to the dismissal of constitutional judges. 

The case of the dismissal of Constitutional Judge Aswanto, which involved the 

dynamics of politicization in the dismissal process, illustrates the need for reform 

in the regulation of the term of office and dismissal procedures for constitutional 

judges in Indonesia. Therefore, this research focuses on two main issues, namely 

how the dynamics of tenure arrangements and dismissal of constitutional judges in 

Indonesia, as well as how to design the ideal dismissal of constitutional judges to 

maintain the independence of the Constitutional Court. 

This research uses a normative legal research method with a descriptive-

analytical approach. The approaches used include a statutory approach to analyze 

existing regulations, a conceptual approach to examine theories on the 

independence of the judiciary, and a comparative approach to compare the system 

of dismissal of constitutional judges in several countries. The theoretical framework 

used includes the concept of checks and balances to examine the relationship 

between state institutions in the government system, the concept of independence 

as the basis for the independence of the judiciary, and the theory of fiqh siyasah 

which emphasizes the importance of the rule of law in managing state affairs in a 

fair and transparent manner. 

The results show that the regulation of dismissal of constitutional judges in 

Indonesia still faces serious challenges in maintaining the independence of the 

Constitutional Court. A dismissal process that is overly influenced by political 

interests has the potential to undermine the credibility and independence of the 

Constitutional Court. Therefore, the ideal design for the dismissal of constitutional 

judges should prioritize the principles of objectivity, transparency, and 

accountability, by reducing political interference in the procedure. This research 

proposes making the criteria for dismissal clearer, as well as strengthening the role 

of an independent external oversight body to ensure that the dismissal of 

constitutional judges is conducted fairly and in accordance with applicable legal 

provisions. 

Keywords: Constitutional Court, Dismissal of Judges, Reconstruction 
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MOTTO 

Don't get stuck in a routine that leaves you feeling empty; create meaningful 

moments and live with purpose. 

 

 

 “Kemarin saya pintar, jadi saya ingin mengubah dunia. Hari ini saya bijaksana, 

jadi saya mengubah diri saya sendiri” 

Jalaluddin Rumi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan 

bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan 

Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini 

menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama 

Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya 

adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif tidak ا

dilambangkan 

tidak dilambangkan 

 Ba‘ B Be ب

 Ta‘ T Te ت

 Ṡa‘ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa‘ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha‘ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra‘ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

    

 Ṣad Ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ṭa‘ Ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Ẓa‘ Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 Ain ‗ koma terbalik di atas‗ ع

 Gain G Ge غ

 Fa‘ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‗el ل

 Mim M ‗em م

 Nun N ‗en ن

Huruf Arab Nama Huruf latin Nama 
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 Waw W W و

 Ha‘ H Ha ه

 Hamzah ‗ Apostrof ء

 Ya‘ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

 

 
ditulis muta’addidah 

 

 

ditulis ’iddah 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 

 

ditulis ḥikmah 

 

 

ditulis ’illah 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan 

ḍammah ditulis t atau h. 

 

 

D. Vokal Pendek 

 

 

1. ----  َ̄  ---- Fatḥah ditulis A 

2. ----  َ_ ---- Kasrah ditulis I 

3. ----  َ  ---- Ḍammah ditulis U 

 

ditulis Karāmah al-Auliyā’ 

ditulis Zakāh al-Fiţri 
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E. Vokal Panjang 

 

1. Fatḥah + alif 

 

 إستحسان

ditulis 

ditulis 

ā 
Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 

 

  أنثى

ditulis ā 
 

ditulis Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 

 العلواين

ditulis 
ditulis 

ī 
al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu 
mati 

 
 علوم

ditulis 

ditulis 

û 
‘Ulûm 

 

I. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غريهم

ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 

 قول

ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum إلن شكرمت

 

III. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
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 ditulis Al-Qur’ān القرآن

 

 ditulis al-Qiyās القياس

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l 

(el)nya. 

 

 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 

 ditulis Ahl ar-Ra’yi الرأي أهل

 ditulis Ahl as-Sunnah السنة أهل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam beberapa tahun yang lalu 

mengalami suatu fenomena yang cukup kompleks, yang mana tepat pada 

tanggal 29 September 2022 telah terjadi pencopotan jabatan seorang hakim 

konstitusi melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil dari 

rapat paripurna DPR tersebut merugikan pihak dari hakim konstitusi yang 

bersangkutan, yakni Aswanto.1 Hal itu dikarenakan pencopotan jabatan hakim 

konstitusi tidak berdasarkan prosedur yang telah di atur didalam Undang- 

Undang (UU). 

Menurut Prof. Jimly Ashiddiqie, mantan hakim konstitusi yang merupakan 

pendiri Mahkamah Konstitusi menyebutkan dalam tweetnya, bahwa dalam 

pertemuan 9 mantan hakim konstitusi yang saat itu dihadiri oleh Jimly 

Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Laica Marzuki, Maruarar, I Gede 

Dewa Palguna, Harjono, Sodiki dan Maria Farida. Menurut mereka tindakan 

yang dilakukan oleh DPR dapat dinyatakan telah melanggar UUD 1945 dan 

Undang-Undang. 

Negara Indonesia mengatur tentang pemberhentian hakim konstitusi dalam 

Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- 

                                                           
1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, “Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim 

Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme,” diakses 16 November 2023, 

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42051/t/Sufmi Dasco Tegaskan Pencopotan Hakim 

Konstitusi Aswanto Sesuai Mekanisme. Diakses pada 13 Maret 2024. 
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Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi tepatnya dalam 

Pasal 23, menurut Pasal tersebut hakim konstitusi dapat diberhentikan dengan 

dua kondisi, yakni pemberhentian secara hormat dan pemberhentian secara 

tidak hormat.  Adapun alasan diberhentikannya hakim konstitusi secara hormat 

sebagai berikut:2 

1. Meninggal dunia; 

2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada ketua 

Mahkamah Konstitusi; 

3. Telah berusia 70 tahun; 

4. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus selama 3 bulan, sehingga 

tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat 

keterangan dokter. 

Sedangkan alasan hakim konstitusi diberhentikan secara tidak hormat apabila: 

1. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana 

yang diancam dengan pidana penjara; 

2. Melakukan perbuatan tercela; 

3. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya 

selama 5 kali berturut- turut tanpa alasan yang sah; 

4. Melanggar sumpah atau janji jabatan; 

5. Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan 

dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) UUD 

Negara Indonesia tahun 1945; 

6. Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 17; 

7. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi;  

8. Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. 

Problematika yang terjadi dalam ketatanegaraan tersebut melahirkan 

berbagai asumsi dari khalayak umum, tidak sedikit dari masyarakat yang 

meragukan independensi Mahkamah Konstitusi bahkan yang lebih 

                                                           
2 “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020  tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

znomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” (t.t.). 
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ekstremnya, ada sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa Mahkamah 

Konstitusi telah disetir oleh segelintir orang. Apabila asumsi dari masyarakat 

itu benar adanya, dikhawatirkan akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan 

dan pelanggaran HAM, sebab seperti yang kita ketahui bahwasanya lembaga 

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yang paling sentral dalam suatu 

ketatanegaraan di Indonesia. 

Mahkamah Konstitusi dibentuk pada abad ke- 20, ide pembentukan 

Mahkamah Konstitusi merupakan implementasi dari nilai-nilai reformasi yang 

telah diperjuangkan oleh bangsa Indonesia, selain itu pembentukan Mahkamah 

Konstitusi juga tidak terlepas dari tujuan negara untuk menjaga dan melindungi 

hak-hak warga negara sebagaimana yang telah diatur dalam UUD 1945. 

Menurut Prof. Jimly As-sshiddiqie berdasarkan UUD 1945 Mahkamah 

Konstitusi memiliki dua fungsi, yaitu: sebagai lembaga pengawal konstitusi 

dan sebagai lembaga penafsir konstitusi.3 

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terdiri 

dari 9 orang hakim konstitusi. Adapun proses pengangkatan hakim Mahkamah 

Konstitusi tersebut didasarkan pada usulan dari beberapa lembaga negara, 

yakni 3 orang dari usulan presiden, 3 orang dari usulan DPR dan 3 orang dari 

usulan MA. Hal ini tercantum dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 dan pasal 

18 UU Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. 

                                                           
3 Soimin dan MAshuriyanto, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia 

(Surakarta: UII Pers, 2013), hlm. 50-51. 
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Sebagai negara hukum Indonesia menganut prinsip pembagian kekuasaan, 

yang mana pembagian kekuasaan ini dibagi menjadi dua macam yaitu 

pembagian kekuasaan horizontal dan pembagian kekuasaan vertikal.4 Adapun 

pembagian kekuasaan horizontal berkaitan dengan prinsip Trias Politica, yang 

mana negara Indonesia dalam menjalankan urusan ketatanegaraannya dibagi 

atas 3 lembaga yaitu: 

a. Lembaga Eksekutif, yaitu lembaga yang bertugas untuk menjalankan 

undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara. Lembaga 

ini ditempati oleh Presiden sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 

ayat (1) UUD 1945; 

b. Lembaga Legislatif, yaitu lembaga yang diberi kewenangan untuk 

membentuk undang-undang, lembaga ini terdiri dari Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Majelis 

Perwakilan Rakyat (MPR). 

c. Lembaga Yudikatif, yaitu lembaga yang berwenang menjalankan 

kekuasaan kehakiman, lembaga ini terdiri atas Mahkamah Agung (MA), 

Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Yudisial (KY). Hal tersebut 

diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. 

Ketiga lembaga tersebut menjalankan tugas dan kewenangannya dengan 

berdasarkan pada prinsip checks and balances guna menciptakan 

keseimbangan dalam proses penyelenggaraan negara. Dari ketiga lembaga 

                                                           
4 Rika Marlina, “Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di 

Indonesia,” Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1 (Maret 2018): hlm. 173. 
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tersebut lembaga yudikatif merupakan penghubung langsung antara warga 

negara dengan norma yang diberlakukan negara, sehingga lembaga yudikatif 

sering kali disebut sebagai lembaga independen. UUD 1945 mengatur tentang 

independensi lembaga yudikatif dalam Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi sebagai 

berikut: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.5 

Berdasarkan ayat diatas kekuasaan kehakiman memiliki indepedensi yang 

tidak dapat dipengaruhi oleh pihak mana pun dalam menegakkan hukum serta 

keadilan. 

Begitu pun dalam Islam, prinsip mengenai penyelenggaraan negara yang 

baik telah di jelaskan dalam QS. Al-Hajj ayat 41. Dalam ayat tersebut 

disebutkan bahwasanya terdapat 3 prinsip dalam menjalankan roda 

pemerintahan, 1) terciptanya suasana tenteram dan damai disimbolkan dengan 

penegakan Shalat, 2) terciptanya kesejahteraan serta kemakmuran dalam 

negara disandarkan pada sistem zakat dan 3) terciptanya stabilitas sosial dapat 

diraih dengan amar makruf nah munkar. Dengan diimplementasikannya ketiga 

prinsip tersebut suatu negara akan mencapai kemaslahatan atas rakyatnya.6 

Melanjutkan dari Pasal 24 ayat (1) pada ayat (2) UUD 1945 disebutkan 

bahwa:  

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

                                                           
5 UUD 1945, Pasal 24 Ayat (1) 

 
6 Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum 

Ketatanegaraan,” Jurnal Konstitusi Vol. 12, No. 4 (Desember 2015): Hlm. 815. 
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lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi”.7 

Pencopotan atas jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi yang dilakukan 

oleh DPR menimbulkan spekulasi dikalangan masyarakat, bahwasanya 

independensi dari Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of Constitution 

diragukan. Hal ini berkaitan dengan hubungan check and balances antara DPR, 

Presiden dan DPR terhadap Mahkamah Konstitusi, apakah hubungan antara 

lembaga- lembaga tersebut masih ada atau tidak ada. Sebab jikalau masih ada 

keberadaan hakim konstitusi ialah untuk memperjuangkan kepentingan dari 

lembaga pengusulnya, sedangkan jika tidak ada maka hakim konstitusi tidak 

lagi memiliki tanggungjawab untuk memperjuangkan kepentingan dari 

lembaga pengusulnya. Pencopotan jabatan Aswanto sebagai hakim konstitusi 

yang dilakukan oleh DPR juga tidak berdasarkan alasan serta tidak melalui 

proses yang sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2020, yang berbunyi sebagai berikut: “Pemberhentian hakim 

konstitusi dapat dilakukan berdasarkan keputusan presiden atas permintaan 

ketua Mahkamah Konstitusi”.8 Berdasarkan fakta yang terjadi dalam 

ketatanegaraan Indonesia sebagaimana uraian diatas, penulis tertarik untuk 

mengangkat sebuah penelitian dengan judul “Rekonstruksi Mekanisme 

Pemberhentian Hakim Konstitusi Sebagai Upaya Menjaga Independensi 

Mahkamah Konstitusi”. 

                                                           
7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga dari Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 24 Ayat (2). 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana dinamika pengaturan masa jabatan dan mekanisme 

pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia? 

2. Bagaimana desain pemberhentian hakim konstitusi yang ideal guna 

menjaga independensi Mahkamah Konstitusi? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan sebuah penelitian ialah untuk mencapai sesuatu hal yang menjadi 

dasar dari mengapa penelitian ini dibuat, tentunya peneliti memiliki tujuan 

yang hendak dicapai selaras dengan rumusan masalah yang telah disebutkan 

sebelumnya. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini: 

a. Menganalisis seperti apa dinamika peraturan dan praktiknya, terkait 

masa jabatan dan pemberhentian hakim konstitusi di negara 

Indonesia. 

b. Memberikan kejelasan terkait bagaimana teknis pemberhentian 

hakim konstitusi yang ideal, sehingga indepedensi Mahkamah 

Konstitusi selaku The Guardian Of Constitution dapat terjaga. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, 

berikut adalah kegunaan dari penelitian: 

a. Secara teoritis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan nalar kritis 

para pembaca mengenai  problematika pemberhentian hakim konstitusi 

yang ideal, guna menjaga independensi Mahkamah Konstitusi selaku The 

Guardian Of Constitution. 

b. Secara praktis 

Penelitian dapat dijadikan sebagai salah satu sarana, acuan dan motivasi 

dari terciptanya berbagai karya-karya tulis ilmiah lainnya dengan hasil 

akhir yang diharapkan dapat mendorong terjadinya pemecahan suatu 

permasalahan, terkhusus dalam hal pemberhentian hakim konstitusi yang 

ideal guna menjaga independensi Mahkamah Konstitusi selaku The 

Guardian Of Constitution. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian terkait bagaimana hubungan antar lembaga di Indonesia selaku 

negara hukum, merupakan salah satu pembahasan yang sampai saat ini masih 

sangat menarik untuk dibahas. Apalagi hal tersebut dikaitkan dengan fenomena 

yang baru-baru ini terjadi, yang mana DPR sebagai lembaga Legislatif 

melakukan pencopotan atas jabatan seorang hakim konstitusi yang merupakan 

lembaga Yudikatif. Maka dari itu, guna mendukung penyusunan penelitian ini, 

penulis melakukan research terhadap beberapa karya tulis ilmiah terdahulu 

yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Adapun karya-karya tersebut 

sebagai berikut: 
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Pertama, Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Haedar 

Ali dengan judul “ Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR 

Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum Positif Dan 

Fiqh Siyasah”. Dalam skripsi tersebut penulis berfokus kepada implikasi 

pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi oleh DPR terhadap independensi 

hakim konstitusi sendiri, selain itu dalam skripsi ini penulis juga menggunakan 

perspektif fiqh siyasah dalam mengkaji fenomenanya.9 Perbedaan dengan 

penelitian yang akan disusun penulis akan berfokus kepada bagaimana 

hubungan antar kelembagaan negara Indonesia dengan konsep trias politica 

dengan menggunakan teori checks and balances yang kemudian dipadukan 

dengan konsep siyasah dusturiyah. 

Kedua, karya tulis ilmiah berbentuk skripsi yang disusun oleh Ahmad 

Subhan Fahrur Rizal dengan judul “Pemberhentian Hakim Mahkamah 

Konstitusi Oleh DPR Perspektif Siyasah”. Dalam skripsi ini penulis 

menyimpulkan bahwasanya pemberhentian hakim Aswanto sebagai hakim 

konstitusi telah melanggar ketentuan Pasal 23 Ayat (4) UU tentang Mahkamah 

                                                           
9 Haedar Ali ”Implikai Pemberhentian Hakim Konstitusi Oleh DPR Terhadap Independensi 

Kekuasaan Kehakiman Perspektif Hukum positif dan Fiqh Siyasah” Skripsi Mahasiswa Universitas 

Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember (2023). hlm. 57. 
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Konstitusi No. 7 Tahun 2020, sehingga dinilai cacat prosedural. Selain itu 

dalam penelitian ini penulis juga membahas bagaimana perspektif Siyasah 

Qadariyyah terkait kemerdekaan seorang hakim konstitusi.10 Perbedaan 

penelitian yang akan disusun dengan penelitian pada skripsi Ahmad Subhan 

Fahrur Rizal, adalah penulis akan membahas dan mengkaji bagaimana 

pencopotan jabatan hakim konstitusi dengan beberapa teori yang tidak 

digunakan dalam penelitian terdahulu, seperti teori negara hukum dan trias 

politica, selain itu penulis juga akan mengkaji terkait dampak dari pencopotan 

jabatan hakim konstitusi oleh DPR, yang mana Mahkamah Konstitusi 

merupakan The Guardian Of Constitution. 

Ketiga, karya tulis ilmiah berbentuk artikel yang ditulis oleh Sarah Sabrina 

dan Khalid yang berjudul “Analisis pemberhentian hakim mahkamah 

konstitusi Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan 

di Indonesia”. Penulis dalam tulisannya lebih berfokus kepada bagaimana 

kedudukan MK sebagai negatif legislator dan seperti apa peran hakim dalam 

                                                           
10 Ahmad Subhan Fahrur Rizal “Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh DPR 

Perspektif Siyasah” Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

(2023). hlm. 49. 
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sistem hukum Judicial Restraint dan Judicial Action.11 Perbedaan penelitian 

yang akan disusun dengan tulisan diatas adalah penulis akan berfokus kepada 

bagaimana hubungan para hakim konstitusi, baik itu sebelum maupun sesudah 

terpilih  dengan lembaga-lembaga pengusulnya, yaitu Presiden, DPR, dan MA. 

Keempat, Karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh 

Durohim Amnan yang berjudul “Legitimasi Pemecatan Hakim Aswanto 

Ditengah Masa Jabatan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam tulisannya 

penulis memaparkan bagaimana pendapat dan tanggapan dari beberapa tokoh 

hukum tata negara terkait pencopotan Aswanto selaku hakim konstitusi.12 

Perbedaan tulisan diatas dengan penelitian yang akan disusun adalah penulis 

akan memperdalam kajian terkait pencopotan jabatan Aswanto sebagai hakim 

konstitusi dengan mengaitkan dengan teori-teori hukum yang bersangkutan. 

Kelima, karya tulis ilmiah berbentuk artikel jurnal yang ditulis oleh Ashari 

dan Riska Ari Amalia dengan judul “Konstitutionalitas Pemberhentian Hakim 

Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat”. Dalam jurnal ini 

                                                           
11 Sarah Sabrina dan Khalid Khalid, “Analisis pemberhentian hakim mahkamah konstitusi 

Aswanto oleh dewan perwakilan rakyat ditinjau dari ketatanegaraan di Indonesia,” Jurnal 

EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia) Vol. 9, No. 2 (2023). hlm. 39. 

 
12 Durohim Amnan, “Legalitas Pemecatan Hakim Aswanto Ditengah Masa Jabatan Oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat”, Jatiswara, Vol. 38, No. 1 (Maret 2023). hlm. 142. 
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penulis menggunakan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi 

dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 Tahun 2012.13 Perbedaan penelitian 

yang akan disusun dengan tulisan diatas adalah penulis akan memaparkan dan 

lebih mendalami fenomena yang terjadi dengan menambahkan beberapa 

peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan yang terkait. 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Checks and Balances 

Prinsip checks and balances merupakan hasil perkembangan dari konsep 

separation of power yang berakar pada paham trias politica milik 

Montesquieu. Checks and Balances secara terminologi berarti kontrol dan 

seimbang, sedangkan menurut etimologi ialah suatu landasan dalam praktik 

ketatanegaraan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan lembaga-

lembaga negara modern guna menghindari terjadinya penyalahgunaan 

kewenangan dan ego-sectoral antar lembaga negara.14 

Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 dalam menyelenggarakan urusan 

ketatanegaraan terbagi atas 3 lembaga yaitu Eksekutif, Legislatif dan 

Yudikatif. Hal tersebut membuktikan bahwasanya negara Indonesia menganut 

                                                           
13 Ashari dan Riska Ari Amalia “Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah 

Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat” Jurnal Ilmiah Global Education, Vol. 4, No. 1 (Maret, 

2023). hlm. 50-56. 

 
14 Hanif Fudin, “Aktualisasi Checks and Balances Lembaga Negara: Antara Majelis 

Permusyawaratan Rakyat dan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi Vol. 19 No. 1 (Maret 2022). 

hlm. 213 
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konsep trias politica, dan dalam menjalankan tugas serta kewenangannya 

ketiga lembaga negaranya berlandaskan pada prinsip checks and balances.15 

Penelitian ini ditulis menggunakan teori checks and balance didasarkan 

kepada pokok permasalahan yang akan penulis kaji yaitu, berkaitan dengan 

hubungan antara 3 lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia sebagai mana 

yang diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada 

dibawahnya.  

2. Teori Independensi 

Indenpendensi adalah suatu sikap mental yang bebas dari pengaruh dan 

kendali, serta tidak bergantung pada pihak lain. Tidak hanya itu independensi 

juga dapat diartikan sebagai sikap jujur dalam diri seseorang untuk 

mempertimbangkan fakta yang objektif dan tidak memihak kepada siapa pun.16 

Sifat independensi ini harus dimiliki oleh setiap hakim, sebab hakim 

merupakan pejabat peradilan suatu negara yang diberikan kewenangan oleh 

undang-undang untuk mengadili. Al- Wisnu Broto mengungkapkan bahwa 

hakim adalah “konkretisasi hukum dan keadilan yang abstrak menggambarkan 

hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan”.17 

                                                           
15 Abu Daud Busroh, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 85. 

 
16 Mulyadi, Sistem Akuntansi (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 67. 

 
17 Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian) (Yogyakarta: 

Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997), hlm. 2. 
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Penggunaan teori ini tidak lain bertujuan untuk mengkaji kembali 

bagaimana mestinya hakim konstitusi harus bersifat independen dan tidak 

dapat diintervensi. Sebab sebagai The Guardian of Constitution, Mahkamah 

Konstitusi memiliki tugas yang begitu istimewa yakni menjaga UUD 1945 

yang didalamnya berisikan seluruh aturan terkait ketatanegaraan bahkan aturan 

tentang hak-hak setiap warga negara. Sehingga, apabila Mahkamah Konstitusi 

ditunggangi besar kemungkinan hak-hak rakyat akan dicederai. 

3. Siyasah Dusturiyah 

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu bagian dari fiqh siyasah yang 

digunakan dalam pembahasan perundang-undangan dan hubungan antar 

lembaga-lembaga dalam suatu negara.18 Penggunaan metode siyasah 

dusturiyah ini didasarkan pada pokok permasalahan yang akan penulis bahas 

yakni, berkaitan dengan bagaimana hubungan antara Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga yudikatif dengan DPR selaku lembaga legislatif. Selain itu 

penggunaan metode ini juga bertujuan untuk menegaskan bahwasanya 

lembaga penegak hukum yaitu yudikatif harus menjunjung tinggi sifat adil dan 

merdeka. 

                                                           
18 Muhammad Iqbal, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 

177. 
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan meneliti 

berbagai sumber dokumen hukum guna memperoleh bahan hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan seperti, buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-

undangan dan karya tulis ilmiah lainnya. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analiis. Dengan penelitian ini penulis dapat 

menjelaskan secara sistematis mengenai rekonstruksi pemberhentian hakim 

konstitusi oleh DPR berdasarkan sumber literatur yang telah penulis 

kumpulkan. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-

undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan comparatif legal research. 

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis inti 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan mengaitkannya dengan 

teori siyasah dusturiyah, menurut Prof. Peter Mahmud Marzuki pendekatan 

konseptual dilakukan tatkala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang 

telah berlaku.19 Sedangkan pendekatan comparatif legal research digunakan 

                                                           
19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2011), Hlm. 95. 



16 
 

 
 

untuk memberikan perbandingan tentang aturan yang berkaitan dengan 

pemberhentian hakim konstitusi di negara asing, hal tersebut bertujuan untuk 

mencari solusi terbaik dalam sistematika pemberhentian hakim konstitusi. 

4. Sumber Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdari dari dua sumber 

penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut 

rinciannya: 

a. Bahan Hukum Primer berupa: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 

1945; 

2) Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah 

Konstitusi; 

3) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 4 tahun 2012 tentang Tata Cara 

Pemberhentian Hakim Konstitusi; 

4) Keputusan Presiden Nomor 114/P Tahun 2022 Tentang 

Pemberhentian dan Pengangkatan Hakim Konstitusi yang Diajukan 

Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 

b. Bahan hukum sekunder berupa: 

1) Buku-buku tentang hukum; 

2) Artikel hukum dan karya ilmiah hukum yang relevan; 

3) Dokumen penting. 
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5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah melalui studi dokumen, 

yang mana penulis mengkaji dan menelaah beberapa sumber penelitian, karya 

tulis ilmiah, dan objek dari dokumen lainnya yang berkaitan dengan 

pembahasan yang penulis bahas, baik itu dari data sekunder yang berupa bahan 

hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 

6. Analisis Data 

Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan 

dengan menggunakan pendekatan deduktif. Metode deduktif tersebut 

menggunakan analisis teori-teori yang telah ditemukan yang kemudian 

diterapkan dalam kondisi yang ada saat ini. Penelitian ini dimulai dari 

penjelasan latar belakang masalah yang berkait dengan hal-hal yang umum dan 

menggeneralisasikan dengan kasus serupa. 

G. Sistematika Pembahasan 

Penelitian ini dibagi atas 5 bab yang pada masing-masing babnya akan 

membahas poin-poin tertentu, berikut pembahasan per babnya: 

Bab Pertama, adalah bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, 

metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, membahas lebih rinci mengenai kerangka teori Checks and 

Balances, teori Independensi  dan teori Siyasah Dusturiyah. Penulis akan 

menggunakan teori-teori tersebut sebagai dasar pembahasan tentang 
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rekonstruksi pemberhentian hakim konstitusi oleh DPR, yang mana hal tersebut 

mempengaruhi independensi Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardiant of 

Constitution. 

Bab Ketiga, dalam bab ini penulis akan memaparkan data pengangkatan dan 

pemberhentian hakim konstitusi di Indonesia serta perkembangan pengaturan 

mengenai mekanisme pemberhentian hakim konstitusi. Selain itu pada bab ini 

juga akan mengkaji terkait pemberhentian hakim konstitusi Aswanto oleh DPR 

beserta implikasi dari kasus tersebut. 

Bab Keempat, pada bab ini penulis akan memaparkan tentang pengaturan 

mekanisme pemberhentian hakim konstitusi dari negara Jerman dan Afrika 

Selatan, yang kemudian dikomparasikan dengan menggunakan teori Checks 

and Balances, teori Independensi dan Siyasah Dusturiyah untuk memberikan 

desain saran rekonstruksi pemberhentian hakim konstitusi yang relevan di 

Indonesia. 

Bab Kelima, bab ini merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan 

dan saran. Adapun kesimpulan ini diambil berdasarkan pada analisis dan 

argumentasi yang menjawab rumusan masalah, sedangkan saran berupa 

rekomendasi dan solusi yang penulis tawarkan dalam permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perubahan ketiga Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi, yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2020, 

membatasi masa jabatan hakim konstitusi hingga usia 70 tahun atau 

maksimal 15 tahun, tergantung pada usia saat diangkat. Jika masa jabatan 

melebihi 15 tahun, maka akan disesuaikan. Selain itu, pemberhentian hakim 

konstitusi diatur melalui dua cara: pemberhentian dengan hormat dan tidak 

hormat, yang melibatkan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan untuk 

menilai pelanggaran, sebelum keputusan disahkan oleh Presiden. Tujuan 

pengaturan ini adalah untuk menjaga independensi dan integritas hakim 

konstitusi 

2. Rekonstruksi kelembagaan yang diusulkan adalah pembentukan MKHKT 

sebagai lembaga permanen yang independen di luar struktur Mahkamah 

Konstitusi, dengan keanggotaan dari unsur lembaga pengusul hakim 

konstitusi (MA, DPR dan Presiden). Mekanisme pemberhentian melalui 

MKHKT ini sejalan dengan kriteria prinsip mashlahah karena menjamin 

objektivitas pengawasan dan pemberhentian hakim konstitusi secara 

berkelanjutan, sehingga dapat menciptakan sistem yang komprehensif, 

berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta 

kebutuhan negara hukum modern. 
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B. Saran 

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran yang diajukan untuk perbaikan 

sistem pemberhentian hakim konstitusi adalah sebagai berikut: 

1. Perlunya perbaikan regulasi penghentian hakim konstitusi agar lebih 

jelas, objektif, dan transparan. DPR dan Presiden harus merevisi aturan 

tersebut untuk mencegah intervensi politik dan menjaga independensi 

Mahkamah Konstitusi. Selain itu, mekanisme pengawasan yang lebih 

independen dan melibatkan berbagai pihak, seperti akademisi, praktisi 

hukum, dan masyarakat sipil, perlu dibentuk untuk mengurangi potensi 

campur tangan politik dalam proses 

2. Para ahli hukum tata negara dan akademisi perlu melakukan kajian 

mendalam tentang mekanisme perlindungan hakim konstitusi, yang 

mencakup aspek hukum, sejarah, dan teori ketatanegaraan. Penelitian ini 

dapat mengidentifikasi kekurangan dalam regulasi yang ada dan 

memberikan saran untuk memperbaiki demi menjaga independensi 

Mahkamah Konstitusi. 

3. Warga negara perlu meningkatkan pemahaman tentang peran 

Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan hak-hak dasar. 

Edukasi tentang pentingnya independensi Mahkamah Konstitusi akan 

membantu masyarakat memahami mengapa penguatan hakim konstitusi 

penting untuk menjaga keadilan dan integritas sistem hukum Indonesia.
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